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Jelang Audit BPK, PPK Harus Teliti

KAJEN - Badan Pengawas Keuangan (BPK) akan
melakukan audit Laporan Keuangan Daerah (LKD)
Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dengan mengguna-
kan sistem baru yaitu sistem aplikasi, pada Februari

mendatang.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupa-
ten Pekalongan, Mukaromah Syakoer menegaskan agar
seluruh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) yang ada di
masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)
menyiapkan SPJ dengan baik, dan tertib administrasi.

“Cek kembali yang masih belum lengkap. Karena
kelengkapan dokumen SPJ, itu berarti sudah 50 persen
pekerjaan sudah terselesaikan,” tegas Sekda.

Mukaromah Syakoer mengatakan, tahun ini Pemkab
Pekalongan sudah menggunakan E-Planning, E-Budge-

ting di semua sistem.

Menurutnya, kehadiran teknologi informasi harus
dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan serta sistem

pengendalian internal.

“Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem informasi
akuntasi harus menjadi suatu kebutuhan untuk mewu-
judkan transparansi dan akuntabilitas, di bidang
pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Mukaromabh.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Wiryo Santosa,
menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini,
merupakan salah satu langkah strategis yang harus
dilakukan, dalam merespon tuntutan publik terhadap
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah. (thd/zal)
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